
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

ST T S R SR

1 Meningkatnya 

penanganan perlindungan 

dan jaminan sosial, 

rehabilitasi sosial Pemerlu 

Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial (PPKS) , dan 

pemberdayaan sosial bagi 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

(PSKS).

1 Persentase penanganan 

perlindungan dan jaminan 

sosial, rehabilitasi sosial 

Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) , 

dan pemberdayaan sosial bagi 

Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS)

% 84,06 1596540230 91,44 100,00 1554444436,00 V 1. Adanya 

identifikasi 

kebutuhan PPKS 

melalui 

pemberian 

perlindungan 

dan jaminan 

sosial, 

rehabilitasi 

sosial dan 

pemberdayaan 

sosial.

2. Tingginya 

motivasi dan 

partisipasi aktif 

dari PSKS dalam 

usaha 

peningkatan 

kesejahteraan 

sosial

1. Data Pemerlu 

Pelayanan 

Kesejahteraan 

Sosial (PPKS) 

yang tidak 

dilakukan 

pemutakhiran 

data 

menyebabkan 

ketidaktepatan 

sasaran dalam 

memberikan 

bantuan sosial.

2. PPKS 

terkadang 

terlalu 

bergantung 

kepada instruksi 

dari Dinas Sosial 

sehingga kurang 

kreatif dalam 

menciptakan 

inisiatif mandiri.

1. Pemerintah Desa 

wajib melakukan 

pemutakhiran data 

melalui Data Tunggal 

Sosial Ekonomi 

Nasional. Dengan 

adanya verifikasi 

validasi dan pengelolaan 

data yang baik Dinas 

sosial memiliki data 

base yang valid 

sehingga bisa 

digunakan dalam 

penentuan kebijakan

2. Memberikan 

penguatan kapasitas 

Sumber Daya Manusia 

PPKS

3. Meningkatkan peran 

serta masyarakat dan 

koordinasi lintas sektor 

dalam melindungi 

kelompok rentan seperti 

anak terlantar dan 

korban kekerasan

1 Meningkatnya Pelayanan 

terhadap Pemerlu 

Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial (PPKS)

1 Persentase Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) 

yang ditangani

% 68,13 1458868630 82,87 100 1417315636 97,15 V Adanya 

dukungan 

pelayanan 

kesejahteraan 

sosial bagi PPKS 

terdiri beberapa 

kegiatan baik yg 

bersumber dari 

APBD II dan 

APBD I

Terdapat 

beberapa 

kegiatan yg 

belum dapat 

dilaksanakan 

dikarenakan 

menunggu 

penetapan 

perubahan dan 

kegiatan yang 

bersifat respon 

kasus

Perlu diadakannya 

kegiatan yang dapat 

menampung atau 

menfasilitasi bagi PPKS 

secara berkelanjutan

1  Program Pemberdayaan 

Sosial 

Meningkatnya 

pemberdayaan sosial

1  Cakupan pemberdayaan 

PSKS Perorangan. Keluarga. 

Masyarakat. dan kelembagaan 

dalam usaha kesejahteraan 

sosial 

% 100 137671600 100 100 137128800 99,61 V Tingginya 

motivasi dan 

partisipasi aktif 

dari PSKS dalam 

usaha 

peningkatan 

kesejahteraan 

sosial

PPKS terkadang 

terlalu 

bergantung 

kepada instruksi 

dari Dinsos 

sehingga kurang 

kreatif dalam 

menciptakan 

inisiatif mandiri

Memberikan penguatan 

kapasitas Sumber Daya 

Manusia PPKS

2  Program Penanganan 

Warga Negara Migran 

Korban Tindak Kekerasan 

Target 

Kinerja 2025
Anggaran

MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No
Tujuan/Sasaran 

/Program
No Indikator Kinerja Satuan

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Faktor 

Pendorong

Faktor 

Penghambat

Upaya Pencapaian 

Target Kinerja Tahun 

2025

TUJUAN

Realisasi 

Kinerja 2025

Capaian 

Kinerja 2025 

(%)

Realisasi 

Anggaran 2025

Capaian 

Anggaran 

2025 (%)

SASARAN

PROGRAM
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Target 

Kinerja 2025
AnggaranNo

Tujuan/Sasaran 

/Program
No Indikator Kinerja Satuan

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Faktor 

Pendorong

Faktor 

Penghambat

Upaya Pencapaian 

Target Kinerja Tahun 

2025

Realisasi 

Kinerja 2025

Capaian 

Kinerja 2025 

(%)

Realisasi 

Anggaran 2025

Capaian 

Anggaran 

2025 (%)

 Meningkatnya layanan 

penanganan warga negara 

migran korban tindak 

kekerasan 

2  Persentase Pemulangan 

Warga Negara Migran Korban 

Tindak Kekerasan dari Titik 

Debarkasi di Daerah 

Kabupaten/Kota untuk 

dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal 

% 100 13602350 100 100 13339850 98,07 V Adanya 

koordinasi dan 

kerja sama yang 

baik antar 

lembaga terkait, 

serta 

ketersediaan 

anggaran dan 

fasilitas 

pendukung.

Keterbatasan 

anggaran, Jarak 

tempuh dari 

titik debarkasi 

ke daerah asal 

yang jauh.

Melakukan koordinasi 

dengan pihak terkait 

penanganan dan 

penyelesaian kasus.

3  Program Rehabilitasi 

Sosial 

 Meningkatnya 

rehabilitasi sosial 

3 Persentase anak telantar yang 

memperoleh rehabilitasi sosial 

diluar panti

% 100 100 100 V Adanya 

dukungan antar 

pihak 

(Pemerintah 

Desa/Kelurahan

, Dinas Sosial, 

Pemerintah 

Provinsi, dan 

Kementrian 

Sosial)

Keterbatasan 

kuota penerima 

layanan.

Memberikan alternatif 

layanan yang tersedia.

4  Persentase Warga Negara 

penyandang disabilitas yang 

memperoleh rehabilitasi sosial 

diluar panti 

% 100 100 100 V Adanya 

dukungan antar 

pihak 

(Pemerintah 

Desa/Kelurahan

, Dinas Sosial, 

Pemerintah 

Provinsi, dan 

Kementrian 

Sosial)

Keterbatasan 

kuota penerima 

layanan.

Memberikan alternatif 

layanan yang tersedia.

5  Persentase Warga negara 

lanjut usia terlantar yang 

memperoleh rehabilitasi sosial 

diluar panti 

% 100 100 100 V Adanya 

dukungan antar 

pihak 

(Pemerintah 

Desa/Kelurahan

, Dinas Sosial, 

Pemerintah 

Provinsi, dan 

Kementrian 

Sosial)

Keterbatasan 

kuota penerima 

layanan.

Memberikan alternatif 

layanan yang tersedia.

682219430 676553732 99,17
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Target 

Kinerja 2025
AnggaranNo

Tujuan/Sasaran 

/Program
No Indikator Kinerja Satuan

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Faktor 

Pendorong

Faktor 

Penghambat

Upaya Pencapaian 

Target Kinerja Tahun 

2025

Realisasi 

Kinerja 2025

Capaian 

Kinerja 2025 

(%)

Realisasi 

Anggaran 2025

Capaian 

Anggaran 

2025 (%)

6  Persentase Warga Negara 

gelandangan dan pengemis 

yang memperoleh rehabilitasi 

sosial dasar tuna sosial diluar 

panti 

% 100 100 100 V Adanya 

dukungan antar 

pihak 

(Pemerintah 

Desa/Kelurahan

, Satpol, 

Polres/Polsek se-

kab. 

Temanggung, 

Puskesmas Se-

Kab. 

Temanggung, 

RSU, RSJ, 

Dindukcapil, 

Dinkes, Dinas 

Sosial Kab/Kota 

Se-Jateng, Panti 

sosial se- 

Jateng)

Kuota pelayanan 

rujukan ke panti 

sosial yang 

terbatas

Memaksimalkan 

dukungan keluarga dan 

pihak terkait agar PGOT 

dapat menjalankan 

keberfungsian sosialnya

4  Program Perlindungan 

dan Jaminan Sosial 

 Meningkatnya 

perlindungan dan 

jaminan sosial 

7  Persentase desa/kelurahan 

yang aktif melakukan 

pemutakhiran data terpadu 

penanggulangan kemiskinan

% 100 94403050 100 100 86441050 91,56 V Partisi[asi aktif 

TKSK dan 

Pendamping 

Sosial Kemensos 

dalam 

pendampingan 

pemutakhiran 

data

Kekosongan 

personil pendata 

desa 

dikarenakan 

purna tugas 

atau mundur 

resign.

Dinas Sosial 

berkoordinasi dengan 

TKSK melakukan 

pedampingan 

mendorong desa untuk 

melakukan penggantian 

personil atau 

menugaskan staf nya 

sebagai pendata desa.

8  Persentase penerima UEP 

perorangan dan UEP KUBE 

yang aktif 

% 86 441727700 97,22 100 416540250 94,30 V Partisipasi aktif 

pendamping 

UEP dalam 

melakukan 

pendampingan 

sosial bagi 

perkembangan 

usaha UEP 

KUBE dan 

kerjasama yang 

baik dengan 

stake holder 

terkait

Konflik internal 

kelompok dalam 

melakukan 

pembagian 

tugas, dan 

masih adanya 

UEP KUBE yang 

masih pasif 

dalam 

melakukan 

pengembangan 

usaha

1. Asesmen 

permasalahan UEP 

KUBE yang di hadapi, 

diberikan motivasi, 

saran, masukan, 

melakukan koordinasi 

dengan pengampu 

program di Dinsos atau 

merujuk kepada sistem 

sumber sesuai 

permasalahan 2. 

Melakukan Inovasi 

Usaha UEP KUBE

5  Program Penanganan 

Bencana 

682219430 676553732 99,17
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